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BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

TAHUN  2013  NOMOR 1 SERI A. 1 
 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 1 TAHUN  2013 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA PADANG PANJANG  

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun Anggaran 2013, perlu 
ditetapkan Peraturan Walikota Padang 
Panjang tentang Penjabaran  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 

Panjang Tahun Anggaran 2013 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
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Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 962); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  4. 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4400); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844 ); 
 

  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 

  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
 

  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 
 

  14. Undang-Undang Nomor 22  Tahun 2011 

tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5254); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4712); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi 
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Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);  
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
  

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4509); 
 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 
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  30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 
Seri D.1), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Padang 
Panjang Nomor 14 Tahun 2010 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang 
Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1); 
 

  31 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor  15 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah 
Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 
15 Seri D.2) 
 

  32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang 
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2); 
 

  32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Padang Panjang Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang 
Tahun 2012 Nomor 1 Seri. A.1); 
 

   MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : 
 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG 

PANJANG TAHUN ANGGARAN 2013. 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 

Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Daerah Rp 36.750.682.744,86    

b. Dana Perimbangan Rp 341.008.211.965,00  

c. Lain-lain Pendaapatan yang Sah Rp 38.061.832.886,00    

Rp 415.820.727.595,86  

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp 200.477.988.527,00  

2). Belanja Bunga Rp -                          

3). Belanja Subsidi Rp -                          

4). Belanja Hibah Rp 16.076.000.000,00    

5). Belanja Bantuan Sosial Rp 4.165.500.000,00      

6). Belanja Bagi Hasil Rp

7). Belanja Bantuan Keuangan Rp 500.000.000,00        

8). Belanja Tidak Terduga Rp 2.000.000.000,00      

Rp 223.219.488.527,00  

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp 45.982.115.300,00    

2). Belanja Barang dan Jasa Rp 102.628.097.245,00  

3). Belanja Modal Rp 95.494.387.747,00    

Rp 244.104.600.292,00  

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 55.003.361.223,14    

b. Pengeluaran Rp (3.500.000.000,00)     

Rp 51.503.361.223,14   

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp -                          

Jumlah Pendapatan

Jumlah Belanja 

Pasal 1

Jumlah Belanja 

Jumlah Belanja 
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Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
Walikota ini.  

                                                                
      Pasal 3 

 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran I dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 4 
 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 
2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota Padang 
Panjang. 
 

Pasal 5 
 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 
Panjang yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 
 

Pasal 6 
 
Peraturan  ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Padang Panjang 

 
                                                   Ditetapkan di  : Padang Panjang 

pada tanggal   :  18 Januari 2013 
                                                                                                       

                                             WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 

 
SUIR  SYAM 

 
 
Diundangkan di : Padang Panjang 
pada tanggal      : 18 Januari 2013      
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
       

dto 
 

BUDI HARIYANTO 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013  
NOMOR 1 SERI A.1  

 


